
1. Undang-Undang Nornor 28 Tahun 1959 tentang 
Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 
1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, 
Undang-Undang Darurat Nornor 6 Tahun 1956 tentang 
Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kota Praja 
dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan 
sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 1821); 

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perirnbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5234); 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan 
Peraturan Bupati tentang Rincian Tugas Jabatan pada 
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten 
Lampung Selatan; 

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat ( 1) 
Peraturan Pernerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 
Perangkat Daerah dan Pasal 4 Peraturan Daerah 
Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 
Kabupaten Lampung Selatan, maka perlu diatur Rincian 
Tugas Jabatan Pada Sadan Penanggulangan Bencana 
Daerah Kabupaten Lampung Selatan; 

BUPATI LAMPUNG SELATAN, 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

Mengingat 

Menimbang 

PROVINSI LAMPUNG 

PERATURAN BUPATI LAMPUNG SELATAN 
NOMOR 71 TAHUN 2016 

TENTANG 
RINCIAN TUGAS JABATAN PADA BADAN PENANGGULANGAN 

BENCANA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN 

BUPATI LAM PUNG SELATAN 



BABI 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 
1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Lampung Selatan. 
2. Pemerintah Daerah adalan Bupati sebagai unsur 

penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin 
pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi 
kewenangan daerah otonom Kabupaten Larnpung Selatan. 

3. Bupati adalah Bupati Lampung Selatan. 
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten 

Lampung Selatan. 
5. Badan adalah Bad an Penanggulangan Bencana Daerah 

Kabupaten Lampung Selatan. 

PERATURAN BUPATI TENTANG RINCIAN TUGAS 
JABATAN PADA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA 
DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN. 

MEMUTUSKAN : 

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur 
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2014 Nomor 6, Tarnbahan Lernbaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5494}; 

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ten tang 
Pernerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lernbaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- 
Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lernbaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

6. Peraturan Pernerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang 
Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nornor 42, 
Tarnbahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nornor 
4628); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 
Perangkat Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5887); 

8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 
Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan (Lembaran 
Daerah Kabupaten Lampung Sela tan Tahun 2016 Nomor 
16, Tambahan Lernbaran Daerah Kabupaten Lampung 
Selatan Nomor 16); 

9. Peraturan Bupati Larnpung Selatan Nomor 36 Tahun 2016 
tentang Kedudukan, Tugas clan Fungsi, Susunan 
Organisasi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten 
Lampung Selatan. 

Menetapkan 



Bagan Struktur Organisasi Badan sebagairnana dirnaksud 
dalarn Pas al 2 tercantum pada Lampiran dan merupakan 
bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini. 

Bagian Kedua 

Struktur Organisasi 
Pasal 3 

Susunan Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah 
adalah sebagai berikut : 

a. Kepala; 

b. Unsur Pengarah, terdiri dari Ketua dan Anggota. 

c. unsur pelaksana terdiri dari; 

1 . Kepala Pelaksana. 

2. Sckretariat Unsur Pelaksana, membawahi : 

a) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian: 

b) Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi; dan 
c) Sub Bagian Keuangan clan Aset. 

3. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, mernbawahi : 

a) Sub Bidang Pencegahan Bencana; dan 

b) Sub Bidang Kcsiapsiagaan. 
4. Bidang Kedaruratan dan Logistik, membawahi : 

a) Sub Bidang Tanggap Darurat dan Evakuasi: da n 
b) Sub Bidang Logistik dan Perbekalan. 

5. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, mcmbawahi : 

a) Sub Bidang Rehabilitasi; clan 

b) Sub Bidang Rekonstruksi. 

6. Unit Pelaksana Teknis: dan 
7. Kelornpok Jabatan Fungsional. 

BAB II 
SUSUNAN DAN STRUKTUR ORGANISASI 

Bagian Kesatu 
Susunan Organisasi 

Pasal 2 

6. Kepala Sadan adalah Kepala Sadan Penanggulangan 
Bencana Daerah Kabupaten Lampung Selatan. 

7. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat U PT 
adalah Unit Pelaksana Teknis Badan Penanggulangan 
Bencana Daerah Kabupaten Lampung Selatan. 

8. Jabatan Fungsional Umum yang selanjutnya disingkat 
JFU adalah Jabatan F'ungsional Umum pada Sadan 
Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Larnpung 
Sela tan. 



Un tuk menyelenggarakan tugas pokok se bagaimana 
dimaksud dalam Pasal 4, rincian tugas Kepala Badan adalah 
sebagai berikut: 
a. mengendalikan dan mengarahkan pelaksanaan tugas 

Unsur Pengarah dan Unsur Pelaksana; 
b. rnenetapkan pedoman dan pengarahan sesuai dengan 

kebijakan Pemerintah Daerah dan Badan Penanggulangan 
Bencana Daerah terhadap usaha penanggulangan bencana 
yang mencakup pencegahan bencana, penanganan 
darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan 
merata sesuai dengan kebijakan Pemerintah Daerah dan 
Badan Nasional Penanggulangan Bencana; 

c. menetapkan standarisasi serta kebutuhan 
penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan 
pera tu ran perundang-undangan; 

d. menyusun, menetapkan dan menginforrnasikan peta 
ra wan bencana; 

e. menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan 
bencana; 

f. melaporkan penyelenggaraan penanggulangan be ncana 
kepada Kepala Daerah setiap bulan sekali dalam kondisi 
normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana; 

g. mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan 
barang; 

h. mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang 
diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; 
dan 

i. melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan. 

Pasal 5 

Tugas Pokok Kepala Badan adalah mernimpin Badan 
Penanggulangan Bencana Daerah sesuai dengan Tugas pokok 
dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah, 
rnelaksanakan pembinaan terhadap aparatur Badan 
Penanggulangan Bencana Daerah agar pelaksanaan tugas 
dapat berdaya-guna dan berhasil-guna, merumuskan dan 
menetapkan ke bijakan penanggulangan bencana dan 
penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, 
efektif dan efisien, mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan 
penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan 
menyeluruh. 

Pasal 4 

BAB III 
RINCIAN TUGAS JABATAN 

Bagian Kesatu 
Kepala Badan 



Paragraf Kedua 

Keanggotaan dan Jumlah Anggota Unsur Pengarah 
Pasal 8 

(I) Unsur Pengarah terdiri dari Ketua dan Anggota dengan 
keanggotaan : 

a. Ketua Unsur Pengarah dijabat oleh Kepala BPBD 

b. Anggota Unsur Pengarah berasal dari: 

1. 5 (lima) pejabat dari unsur pemerintah daernh tcrdiri 
dari: 
a) Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahtcraan 

Rakyat; 
b) Kcpala Dinas Pendidikan; 

c) Kepala Dinas Kesehatan; 

d) Kepala Dinas Sosial; clan 

e) Kepala Dinas Pekerjaan Umum. 

2. 4 (cmpat) anggota dari un sur rna syaru ka t 
profesional, terdiri dari pakar, profesional dan tokoh 
rnasyarakat di daerah. 

b. mengundang lembaga pernerintah baik pu sat maupun 
daerah, lembaga usaha, lembaga internasional dan/ atau 
pihak lain yang dipandang perlu dalam sidang anggota 
unsur perigarah; 

c. merurnuskan kebijakan penanggulangan bencana di 
daerah; 

d . rnernantau penyelenggaraan penanggulangan bcncana di 
daerah; dan 

e. mengevaluasi penyelenggaraan penanggulangan be ncana 
di daerah. 

pokok sebagaimana 
tugas Unsur Pcngarah 

Pasal 7 

Un tuk menyelenggarakan tugas 
dimaksud dalam Pasal 6, rincian 
adalah sebagai berikut : 

a. melaksanakan sidang anggota secara berkala da n /a tau 
sewaktu-waktu sesuai derigan kebutuhan yang ditetapkan 
oleh kepala Badan selaku ketua unsur pengarah; 

Pasa1 6 

Tugas pokok Unsur Pengarah adalah memberikan masukan 
dan saran kepada Kcpala BPBD dalam penanggulangan 
be ncana. 

Bagian Kedua 
Unsur Pengarah 

Paragraf Kesatu 

Togas pokok dan Rincian Tugas 



b. Pendaftaran dan Seleksi; 
1. pendaftaran dilakukan dengan mem berikan 

kesempatan kepada masyarakat dan diumumkan 
melalui media; dan 

2. seleksi dilakukan oleh Lembaga Independen, yang 
ditunjuk/ditetapkan oleh Kepala BPBD. 

dari 

a tau 
tel ah 

Paragraf Keempat 
Prosedur Pemilihan Anggota 

Pasal 10 
Prosedur Pernilihan Anggota urisur pengarah dari masyarakat 
profesional meliputi : 
a. Persyaratan; 

Persyaratan calon anggota unsur pengarah dari 
masyarakat prof esional adalah se bagai berikut : 
1. Warga Negara Indonesia; 
2. sehatjasmani dan rohani; 
3. berkelakuan baik; 
4. berusia serendah-rendahnya 30 [tiga puluh) tahun clan 

setinggi-tingginya 60 {enam puluh) tahun: 
5. memiliki wawasan kebangsaan; 
6. memiliki pengetahuan akademis dan pengalaman 

dalam penanggulangan bencana; 
7. merniliki integritas tinggi; 
8. non-partisan; 
9. tidak berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil 

anggota TNl/POLRI, kecuali dosen yang 
mendapat izin dari pejabat yang berwenang; clan 

10. berdomisili di daerah yang bersangkutan/berasa1 
daerah yang bersangkutan. 

Pasal 9 
Penetapan Anggota Unsur Pengarah BPBD dilakukan melalui 
rnekanisrne sebagai berikut : 
a. anggota urisur pengarah dari instansi/lembaga 

pemerintah daerah dilakukan sesuai dengan mekanisme 
peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan 

b. anggota unsur pengarah dari masyarakat profesional 
ditetapkan berdasarkan prosedur pemilih an dan seleksi 
yang ditetapkan dalam Peraturan ini. 

Paragraf Ketiga 
Mekanisme Penetapan Anggota Unsur Pengarah 



Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 11, rincian tugas Kepala Pelaksana 
adalah sebagai berikut : 
a. menyiapkan program dan kebijakan teknis dibidang 

penanggulangan bencana daerah dalam rangka 
pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas pokok dan 
fungsi BPBD; 

b. mernimpin, membina, mengoordinasikan, memantau dan 
mengendalikan pelaksanaan program dan kebijakan teknis 
dibidang penanggulangan bencana daerah agar sesuai 
dengan perencaanaan yang telah ditentukan; 

c. melaksanakan penanggulangan bencana yang meliputi 
prabencana saat tanggap darurat dan pasca bencana 
secara terintegrasi; 

Pasal 12 

Tugas Pokok Kepala Pelaksana adalah membantu Kepala 
BPBD dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi unsur 
pelaksana clan menjalankan tugas Kepala BPBD sehari-hari 
yang meliputi pra-bencana, saat tanggap darurat dan 
pascabencana secara terintegrasi, melaksanakan pembinaan 
aparatur unsur pelaksana agar pelaksanaan tugas dapat 
berdaya-guna dan berhasil-guna, melaksanakan kerja sama 
clan koordinasi dibidang penanggulangan bencana dengan 
instansi pemerintah clan organisasi lainnya sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Bagian Ketiga 

Unsur Pelaksana 
Paragraf Kesa tu 

Kepala Pelaksana 
Pasal 11 

c. penyampaian hasil seleksi; 
1. lembaga independen rnenyampaikan hasil seleksi 

kepada Kepala BPBD; dan 
2. Kepala BPBD mengusulkan 8 (delapan) calon anggota 

unsur pengarah dari masyarakat profesional hasil 
pernilihan, kepada Bupati atau 2 (dua) kali lipat secara 
proporsional dari jurnlah anggota unsur pengarah dari 
masyarakat profesional, untuk dilakukan uji kepatutan 
oleh DPRD. 

d. calon anggota unsur pengarah yang dinyatakan lulus uji 
kepatutan dan uji kelayakan disarnpaikan oleh DPRD 
kepada Bupati untuk ditetapkan sebagai anggota unsur 
pengarah penanggulangan bencana secara definitif; dan 

e. BPBD mengumumkan kepada masyarakat luas hasil uji 
kepatutan melalui media. 



o. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan 
oleh atasan, untuk kelancaran pelaksanaan tugas. 

n. membuat laporan kepada atasan scbagai 
pertanggungjawaban kerja dan sebagai masukan unluk 
dijadikan bahan pertimbangan lebih lanjut; dan 

prcdukt.ivitas dan 111. menilai aktivitas , kreativitas 
pelaksanaan tugas dari bawahan: 

I. memberikan usul dan pertimbangan kcpada Bu pa ti 
melalui Kepala BPBD tentang langkah-langkah dan 
kebijakan yang akan diambi1 dibidang pcnanggulangan 
bencaria daer ah; 

k. mcmimpin, mengarahkan dan me motiva si Aparatu r 
Jabatan Fungsional Umum dilingkungan urrsur pclaksanu 
agar dapat mclaksanakan tugas sccara berdaya-guna dan 
ber h asil-gu na; 

J. rncrnberi petunjuk teknis dan pengarahan scrta bimbingan 
kepada bawahan teritang pelaksanaan tugas, uritu k 
menghindari terjadinya penyimpangan d alam pelaksanaan 
tu gas; 

1. membagi habis tugas dilingkungan unsur pelaksana 
kepada bawahan agar setiap aparatur yang ada 
memahami tugas dan tanggung jawab masing-masing; 

h. mernpelajari peraturan perundang-undangan yang 
berhubungan dengan pelaksanaan penanggulangan 
bencana daerah sebagai land asan dalam pcl akaariaa n 
tugas; 

g. rnengoordinasikan pelaksanaan tugas dengan Dinas 
Instansi terkait dalarn bidang penanggulangan bencaria 
dacrah agar terjadi kesamaan persepsi dan kcsatuan 
langkah dan gerak dalam pelaksanaan pembangunan; 

f. melaksanakan fungsi pelaksana yang dilaksanakan secara 
terkoordinasi dan terintegras: dengan perangkat daerah 
lainnya di daerah, instansi vertikal yang ada di daerah 
dengan memperhatikan kebij akan penyelenggaraan 
penanggulangan bencana dan ketentuan pcraturan 
perundang-undangan; 

e, melaksanakan Iungsi komando yang dilak sanakan mclalui 
pengerahan sumber daya manusia, peralatan , logistik d ar i 
satuan kerja perangkat daerah lainnya, instansi vcrtikal 
yang ada di daerah serta langkah-langkah lain yang 
diperlukan dalam rangka penanganan darurat bencana; 

d. melaksanakan fungsi koordinasi yang dilaksariakan 
melalui koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah 
lainnya didaerah, instansi vertikal yang ada didacrah 
lembaga usaha dan/ atau pihak lain yang diperlukan padu 
tahap prabericana, tanggap darurat dan pa sea berica.na ; 



b. mernimpin, mengarahkan serta memantau bawahan dalam 
melaksanakan tugas dibidang ketatausahaan, agar dapat 
terlaksana program dan rencana kerja yang telah disusun; 

c. mengelola urusan umum, rumah tangga, administrasi 
surat-rnenyurat dan kearsipan, administrasi kepegawaian 
dan adrninistrasi perlengkapan Badan; 

d. rnerumuskan program dan rencana kerja, rnelaksanakan 
evaluasi dan merumuskan laporan kegiatan pada Badan 
Penanggulangan Bencana Daerah dan laporan kegiatan 
ketatausahaan Badan; 

e. mengelola adrninistrasi keuangan yang meliputi 
penyusunan anggaran, pernbukuan, pertanggungjawaban 
serta penyusunan keuangan laporan Badan; 

f. mempelajari peraturan perundang-undangan yang 
berhubungan dengan Badan Penanggulangan Bencana 
Daerah serta peraturan perundang-undangan yang 
berhubungan dengan ketatausahaan sebagai landasan 
dalam pelaksanaan tugas Sekretariat; 

g. membagi habis tugas pada Sekretariat kepada bawahan, 
agar setiap aparatur yang ada memahami tugas dan 
tanggung jawabnya masing-masing: 

h. menerima dan mempelajari laporan dan saran dari 
bawahan sebagai masukan untuk dijadikan bahan dalam 
menyusun program dan rencana kerja selanjutnya; 

pokok sebagaimana 
tugas Sekretaris adalah 

Untuk menyelenggarakan tugas 
dimaksud dalam Pasal 13, rincian 
sebagai berikut: 
a. melaksanakan koordinasi dengan seluruh Bidang yang 

ada dalarn unsur pelaksana dalam rangka penyusunan 
program kerja BPBD sebagai pedoman penyusunan 
anggaran pendapatan dan belanja Badan, serta rencana 
kerja Sekretariat untuk dijadikan bahan acuan dalam 
pelaksanaan tugas; 

Pasal 14 

Tugas Pokok Sekretaris adalah melakukan koordinasi 
penyusunan program dan rencana kerja Sadan dibidang 
administrasi surat-menyurat, rumah tangga, perlengkapan, 
kepegawaian, hubungan kernasyarakatan, protokol, organisasi 
dan ketatalaksanaan, pengelolaan urusan perencanaan, 
evaluasi dan pelaporan, scrta pengelolaan urusan keuangan 
Badan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang 
berlaku untuk kelancaran pelaksariaan tugas. 

Sekretaris 
Pasal 13 

Paragraf Kedua 



Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 15, rincian tugas Kepala Sub Bagian 
Urnum clan kepegawaian adalah sebagai berikut: 
a. melakukan koordinasi dengan unit kerja lainnya 

dilingkungan Sekretariat dalam rangka penyusunan 
program kerja Sub Bagian Umum dan Kepegawaian untuk 
dijadikan pedornan dalarn pelaksanaan pekerjaan; 

b. menginventarisasi permasalahan-permasalahan yang 
berhubungan dengan tugas Sub Bagian Umum dan 
Kepegawaian dan menyusun bahan untuk pernecahan 
masalahnya; 

c. melaksanak:an penataan administrasi surat-menyurat 
untuk mempermudah proses lebih lanjut; 

d. memberikan pelayanan kepada masyarakat yang 
menyangkut urusan kedinasan; 

e. melaksanakan pengelolaan administrasi perjalanan dinas 
Badan; 

f. melakukan bahan penyusunan jadwal acara dan 
administrasi kegiatan Kepala dinas; 

g. membina kegiatan ketertiban, kehumasan dan 
ketatalaksanaan dilingkungan dinas; 

h. rnelaksanakan pengelolaan dan pelayanan kepustakaan 
dinas; 

Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 
Pasal 15 

Tugas Pokok Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 
adalah melaksanakan sebagian tugas Sekretariat dibidang 
surat-rnenyurat, kearsipan, kepegawaian, hubungan 
kernasyarakatan, dokumentasi dan ketertiban dalam 
lingkungan badan, ketatalaksanaan dan urusan rurnah 
tangga lainnya. 

i. mernbina dan memberikan motivasi kepada bawahan agar 
mampu melaksanakan tugas secara berdaya-guna dan 
berhasil-guna; 

J. mengevaluasi hasil kerja bawahan sebagai bahan 
penyempurnaan hasil kerja lebih lanjut; 

k. membuat laporan kepada Kepala Badan sebagai 
pertanggungjawaban kerja dan masukan untuk dijadikan 
bahan dalam menyusun program dan rencana kerja Badan 
lebih lanjut: dan 

1. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan 
oleh atasan. 

Pasal 16 



Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana 
dirnaksud dalam Pasal 17, rincian tugas Kepala Sub Bagian 
Perencanaan dan Evaluasi adalah sebagai berikut: 

Tugas pokok Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi 
adalah melaksanakan sebagian tugas Sekretariat dibidang 
perencanaan pelaksanaan kegiatan, evaluasi dan penyusunan 
laporan kegiatan Badan. 

Pasal 17 

Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi 

1. rnencari, rnengumpulkan, menghimpun serta menyajikan 
data dan informasi yang berhubungan dengan bidang 
kepegawaian; 

J. menyiapkan bahan dalam rangka menyelesaikan 
administrasi kepegawaian yang meliputi urusan kenaikan 
pangkat, urusan mutasi jabatan, penyelesaian kenaikan 
gaji berkala, proses pernberian surat izin cuti, proses 
urusan pensiun serta pemberian sanksi atas pelanggaran 
peraturan kepegawaian; 

k. menyiapkan dan memantau penyediaan tempat dan 
perlengkapannya untuk keperluan pelaksanaan rapat dan 
pertemuan badan lainnya; 

1. mengumpulkan, menyusun dan mengolah data bahan 
penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan 
dan penataan sistern, metode dan prosedur kerja serta 
pendayagunaan aparatur; 

m, mernimpin, mengarahkan dan memotivasi aparatur 
Jabatan Fungsional Umum dilingkungan Sub Bagian 
Umum dan Kepegawaian agar dapat melaksanakan tugas 
secara berdaya-guna dan berhasil-guna: 

n. membagi habis tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 
kepada aparatur Jabatan Fungsional Umum (JFU) sebagai 
bawahannya, agar setiap personil memahami tugas dan 
tanggung jawabnya masing-masing; 

o. mengurnpulkan, menghimpun clan menyusun data dari 
bawahan sebagai bahan untuk membuat laporan 
pelaksanaan tugas kepada atasan, sebagai masukan 
dalam penyusunan program lebih lanjut; 

p. melakukan kerja sama dengan unit kerja yang ada, guna 
menunjang kelancaran pelaksanaan tugas: 

q. mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas bawahan; dan 
r. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan 

oleh atasan. 

Pasal 18 



a. melakukan koordinasi dengan unit kerja lairmya 
dilingkungan Sekretariat dalam rangka penyusunan 
program dan rencana kerja Sub Bagian Perencanaan dan 
Evaluasi untuk dijadikan pedoman dalam pelaksanaan 
tugas; 

b. menginventarisasi permasalahan-permasalahan yang 
berhubungan dengan bidang tugas Sub Bagian 
Perencanaan dan Evaluasi dan menyusun bahan un tuk 
pernecahan masalahnya; 

c. mengumpulkan bahan dan bekerja sama dengan unit 
kerja terkait dalam rangka merumuskan arah kebijakan 
dibidang Penanggulangan Bencana Daerah: 

d. mengumpulkan data untuk bahan penyusunan rencana 
kegiatan badan baik bulanan, triwulan, semester, 
tahunan, jangka pendek, menengah dan panjang 
berdasarkan data Sadan Penanggulangan Bencana Daerah 
yang telah ada; 

e. rnencari, mengurnpulkan, menghimpun, menyusun serta 
menyajikan data dan informasi yang berhubungan dengan 
tugas Badan sebagai bahan perencanaan lebih lanjut; 

f. menyiapkan bahan evaluasi dan pengendalian terhadap 
pelakaariaan kegiatan Badan; 

g. menyiapkan bahan penyusunan laporan hasil 
pelaksanaan program kerja dan kegiatan operasional 
[bulanan, triwulan, semester maupun tahunan); 

h. mernbuat laporan kepada Kepala Badan melalui Sekretaris 
sebagai masukan untuk dijadikan bahan dalarn menyusun 
program kerja Badan; 

i. mernpelajari peraturan perundang-undangan yang 
berhubungan dengan Badan Penanggulangan Bencana 
Daerah serta peraturan perundang-undangan yang 
berhubungan dengan bidang perericanaan program 
se bagai landasan dalam pelaksanaan tugas; 

J. memimpin, mengarahkan dan memotivasi aparatur 
Jabatan Fungsional Urnum (JFU) dilingkungan Sub Bagian 
Perencanaan dan Evaluasi agar dapat melaksanakan tugas 
secara berdaya-guna berhasil-guna; 

k. membagi habis tugas Sub Bagian Perencanaan dan 
Evaluasi kepada aparatur Jabatan Fungsional Umum 
(JFU) sebagai bawahannya, agar setiap personil 
memahami tugas dan tanggung jawabnya masing-rnasing: 

1. mengurnpulkan, menghimpun, mengevaluasi dan 
menyusun data dari bawahan sebagai bahan untuk 
membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan dan 
sebagai masukan dalam penyusunan rencana program 
lebih lanjut; 

m. melakukan kerja sarna dengan unit kerja yang ada, guna 
menunjang kelancaran pelaksanaan tugas; 

n, mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas bawahan untuk 
penyempurnaan hasil kerja lebih lanjut; dan 



Pasal20 
Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 191 rincian tugas Kepada Sub Bagian Keuangan 
dan Aset adalah sebagai berikut: 
a. melakukan koordinasi dengan unit kerja lainnya 

dilingkungan Sekretariat dalam rangka penyusurian 
program dan rencana kerja Sub Bagian Keuangan dan 
Aset untuk dijadikan pedoman dalam pelaksanaan 
pekerjaan; 

b. menginventarisasi permasalahan yang berhubungan 
dengan bidang tugas Sub Bagian Keuangan dan Aset dan 
menyusun bahan un tuk pemecahan masalahnya; 

c. mengumpulkan pedoman dan petunjuk teknis 
penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
serta menyiapkan bahan penyusunan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Badan; 

d. mengumpulkan bahan penyusunan rencana kebutuhan 
keuangan Badan; 

e. menyiapkan bahan dalarn rangka penyusunan rencana 
perubahan anggaran Badan; 

f. melakukan adrninistrasi pembukuan secara sistematis dan 
kronologis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- 
undangan yang berlaku untuk memudahkan kontrol 
terhadap penggunaan keuangan Badan; 

g. memproses usulan pengangkatan dan pemberhentian para 
pejabat pengelola anggaran dan barang lingkup Badan; 

h. melaksanakan pembinaan dan birnbingan administrasi 
keuangan dan perbendaharaan; 

i. menyelenggarakan pembukuan, penghitungan dan 
verifikasi pertanggungjawaban keuangan; 

j. melaksanakan urusan rumah tangga badan yang meliputi 
fasilitasi dan pelayanan akomodasi, pemeliharaan sarana 
dan prasarana Sadan; 

k. memberikan bimbingan penyelesaian tindak lanjut hasil 
perneriksaan; 

1. menyelenggarakan penataan dokumen keuangan dan 
penyusunan laporan realisasi anggaran; 

Kepala Sub Bagian Keuangan dan Aset 
Pasal 19 

Tu.gas Pokok Kepala Sub Bagian Keuangan dan Aset adalah 
melaksanakan sebagian tugas Sekretariat dibidang penyiapan 
bahan pengelolaan administrasi keuangan yang meliputi 
penyusunan anggaran, pembukuan dan pertanggungjawaban 
serta laporan keuangan dinas serta pengelolaan administrasi 
perlengkapan, peralatan dan aset Sadan . 

o. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan 
oleh atasan untuk kelancaran pelaksanaan tugas. 



Pasal22 
Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 21, rincian tugas Kepala Bidang Pencegahan dan 
Kesiapsiagaan adalah sebagai berikut: 

a. melakukan koordinasi dengan Sekretariat dan Bidang yang 
ada dilingkungan unsur pelaksana dalam rangka 
penyusunan program dan rencana kerja Badan serta 
rencana kerja pada Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan 
untuk dijadikan bahan acuan dalam pelaksanaan tugas; 

b. mernimpin, mengarahkan dan memantau bawahan dalam 
melaksanakan tugas dibidang Pencegahan dan 
Kesiapsiagaan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan 
sesuai program kerja yang telah disusun; 

Paragraf Ketiga 
Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan 

Pasal 21 

Tugas Pokok Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan 
adalah melakukan koordinasi penyusunan program kerja 
dibidang perumusan kebijakan teknis, monitoring, evaluasi 
dan pelaporan pelaksanaan kegiatan pencegahan bencana dan 
kesiapsiagaan. 

m. mengumpulkan bahan penyusunan rencana kebutuhan, 
pencatatan, pemeliharaan, penyimpanan, distribusi, 
penghapusan dan pelaporan dibidang perlengkapan, 
perbekalan, peralatan dan aset Badan; 

n. memimpin, mengarahkan dan memotivasi aparatur 
.Jabatan Fungsional Umum (JFU) dilingkungan Sub Bagian 
Keuangan dan Aset agar dapat melaksanakan tugas secara 
berdaya-guna dan berhasil-guna; 

o. mernbagi habis tugas Sub Bagian Keuangan dan Aset 
kepada aparatur Jabatan Fungsional Umum sebagai 
bawahannya, agar setiap personil memahami tugas dan 
tanggung jawabnya masing-rnasing: 

p. merigumpulkan, rnenghimpun dan menyusun data dari 
bawahan untuk membuat laporan pelaksanaan tugas 
kepada atasan sebagai pertanggungjawaban kerja dan 
masukan dalam penyusunan program dan rencana kerja 
lebih lanjut; 

q. mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas bawahan untuk 
penyempurnaan hasil kerja lebih Ianjut; dan 

r. rnelaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh 
atasan, sesuai dengan petunjuk dan ketentuan yang 
berlaku. 



c. mempelajari peraturan perundang-undangan yang 
berhubungan dengan Bi dang Pencegahan dan 
Kesiapsiagaan serta peraturan perundang-undangan 
sebagai landasan dalam pelaksanaan tugas; 

d. merumuskan kebijakan teknis dibidang pencegahan, 
mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana serta 
pemberdayaan masyarakat; 

e. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi dibidang 
Pencegahan dan Kesiapsiagaan pada prabencana serta 
pemberdayaan masyarakat; 

f. melaksanakan pengarahan dan supervisi dibidang 
pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana 
serta pemberdayaan masyarakat; 

g. mengolah data dan informasi dibidang Pencegahan dan 
Kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan 
masyarakat; 

h. menyusun standarisasi dan prosedur tetap dibidang 
Pencegahan dan Kesiapsiagaan pada prabencana serta 
pemberdayaan masyarakat; 

i. melaksanakan hubungan kerja dengan instansi atau 
lembaga terkait dibidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan 
pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat; 

J· mernarrta.u, rnengevaluasi dan menganalisis pelaporan 
tentang pelaksanaan kebijakan dibidang Pencegahan dan 
Kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan 
masyarakat; 

k. menyusun program pendidikan dan pelatihan untuk 
meningkatkan kesadaran, kepedulian, kemampuan dan 
kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana; 

1. membagi habis tugas dilingkungan Bidang Pencegahan dan 
Kesiapsiagaan kepada bawahan, agar setiap aparatur yang 
ada memahami tugas clan tanggung jawab masing-masing; 

m. menerirna, mcmpelajari, laporan dan saran dari bawahan 
sebagai masukan untuk dijadikan bahan dalam menyusun 
program kerja selanjutnya; 

n. membina dan memberikan motivasi kepada bawahan agar 
mampu rnelaksanakan tugas secara berdaya-guna dan 
berhasil-guna; 

o. mengevaluasi hasil kerja bawahan sebagai bahan 
pemyernpurnaan hasil kerja lebih lanjut; 

p. membuat laporan kepada Kepala Pelaksana sebagai 
pertanggungjawaban kerja dan rnasukan untuk dijadikan 
bahan dalam menyusun program dan rencana kerja Sadan 
lebih lanjut; dan 

q. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh 
atasan. 



yang 
Bi dang 
untuk 

b. menginventarisasi permasalahan-perrnasalahan 
berhubungan dengan Bidang tugas Sub 
Pencegahan Bencana dan rnenyusun bahan 
pemecahan masalahnya; 

c. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis dibidang 
pencegahan bencana pada prabencana serta 
pemberclayaan masyarakat; 

cl. menyusun bahan identifikasi dan pengenalan secara pasti 
terhadap sumber bahaya atau ancaman bencana; 

e. menyiapkan bahan pengawasan terhadap penguasaan dan 
pengelolaan sumber daya alam yang secara tiba-tiba 
dan/atau berangsur berpotensi menjadi sumber bahaya 
bencana; 

f. menyiapkan bahan pemantauan penggunaan teknologi 
yang secara tiba-tiba dan/atau berangsur berpotensi 
menjadi sumber bahaya bencana; 

g. menyiapkan bahan pernetaan ruang clan pengelolaan 
lingkungan hidup serta penguatan ketahanan sosial 
masyarakat; 

h. menyusun bahan pelaksana hubungan kerja dengan 
instansi atau lembaga terkait dibidang pencegahan 
bencana pada tanggap darurat dan evakuasi; 

1. memantau, mengevaluasi dan menganalisis pelaporan 
tentang pelaksanaan kebijakan pada Sub Bidang 
Pencegahan Bencana dalam tanggap darurat dan 
evakuasi; 

j. rnempelajari peraturan perundang-undangan yang 
berhubungan dengan pelaksanaan penanggulangan 
bencana daerah khususnya peraturan perundang- 
undangan yang berhubungan dengan Sub Bidang 
Pencegahan Bencana sebagai landasan dalam pelaksanaan 
tugas; 

k. memirnpin, mengarahkan dan memotivasi aparatur 
Jabatan Fungsional Umum (JFU) dilingkungan Sub 
Bidang Pencegahan Bencana agar dapat melaksanakan 
tugas secara berdaya-guna dan berhasil-guna; 

Pasal24 
Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana climaksud 
dalam Pasal 23, rincian tugas Kepala Sub Bidang Pencegahan 
Bencana adalah sebagai berikut: 
a. melakukan kooordinasi dengan unit kerja lainnya 

dilingkungan Bidang Pencegahan clan Kesiapsiagaan 
dalam rangka penyusunan program kerja Sub Bidang 
Pencegahan Bencana untuk dijadikan bahan acuan dalam 
pelaksanaan tugas; 

Pasal 23 
Tugas Pokok Kepala Sub Bidang Pencegahan Bencana adalah 
melaksanakan sebagian tugas Bidang Pencegahan dan 
Kesiapsiagaan dibidang pencegahan bencana. 

Kepala Sub Bidang Pencegahan Bencana 



Pasa126 
Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 25, rincian tugas Kepala Sub Bidang 
Kesiapsiagaan adalah sebagai berikut : 
a. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja lainnya 

dilingkungan Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan 
dalam rangka penyusunan program kerja Sub Bidang 
Kesiapsiagaan untuk dijadikan bahan acuan dalam 
pelaksanaan tugas; 

b. menginventarisasi permasalahan-permasalahan yang 
berhubungan dengan Bidang tugas Sub Bidang 
Kesiapsiagaan dan menyusun bahan untuk pemecahan 
masalahnya; 

c. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis dibidang 
Pencegahan dann Kesiapsiagaan pada prabencana serta 
pernberdayaan masyarakat: 

d. menyusun bahan penyusunan dan uji coba rencana 
penanggulangan kedaruratan bencana; 

e. menyiapkan bahan pemantauan penggunaan teknologi 
yang secara tiba-tiba clan/ atau berangsur berpotensi 
menjadi sumber bahaya bencana; 

f. menyiapkan bahan pengorganisasian dan mempersiapkan 
larigkah tepat-guna clan berdaya-guna untuk 
mengantisipasi bencana serta penyiapan pemasangan dan 
pengujian sistem peringatan dini, penyediaan dan 
penyiapan barang pasokan pemenuhan bahan kebutuhan 
dasar, penyuluhan, pelatihan dan gladi tentang 
mekanisme tanggap darurat serta penyiapan lokasi 
evakuasi; 

g. menyusun bahan pelaksana hubungan kerja dengan 
instansi atau lembaga terkait dibidang kesiapsiagaan pada 
pra- bencana; 

Tugas Pokok Kepala Sub Bidang Kesiapsiagaan adalah 
melaksanakan sebagian tugas Bidang Pencegahan dan 
Kesiapsiagaan dibidang Kesiapsiagaan. 

Pasal25 

Kepala Sub Bidang Kesiapsiagaan 

l. membagi habis tugas Sub Bidang Pencegahan Bencana 
kepada aparatur Jabatan Fungsional Umum (JFU) sebagai 
bawahannya, agar setiap personil memahami tugas dan 
tanggung jawabnya masing-rnasing: 

m. mengurnpulkan, menghimpun dan menyusun data dari 
bawahan sebagai bahan untuk membuat laporan 
pelaksanaan tugas kepada atasan dan sebagai masukan 
dalam penyusunan program lebih lanjut; dan 

n. rnelaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan 
oleh atasan. 



Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 27, rincian tugas Kepala Bidang Ked arur'atan dan 
Logistik adalah sebagai berikut: 

a. melaksanakan koordinasi dengan Sekretariat dan Bidang 
yang ada dilingkungan unsur pelaksana dalam rangka 
penyusunan program dan rencana kerja Sadan serta 
rencana kerja pada Bidang Kedaruratan dan Logistik untuk 
dijadikan bahan acuan dalam pelaksanaan tugas; 

Pasal 28 

Tugas Pokok Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik adalah 
melakukan koordinasi penyusunan program kerja dibidang 
perumusan kebijakan teknis, monitoring, evaluasi dan 
pelaporan pelaksanaan kegiatan tanggap darurat, evakuasi, 
logistik dan perbekalan. 

Paragraf Keempat 
Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik 

Pasal27 

h. memantau, mengevaluasi dan menganalisis pelaporan 
tentang pelaksanaan kebijakan Sub Bidang Kesiapsiagaan 
pada pra-bencana; 

1. menyiapkan bahan penyusunan data akurat, informasi 
dan pemutakhiran prosedur tetap kesiapsiagaan pada pra- 
bencana serta penyiapan bahan, barang dan peralatan 
untuk pemenuhan pemulihan sarana dan prasarana; 

J. mempelajari peraturan perundang-undangan yang 
berhubungan dengan Pelaksanaan Penanggulangan 
Bencana Daerah khususnya peraturan perundang- 
undangan yang berhubungan dengan Sub Bidang 
Kesiapsiagaan sebagai landasan dalam pelaksanaan tugas: 

k. memimpin, mengarahkan dan memotivasi aparatur 
Jabatan Fungsional Umum (JFU) dilingkungan Sub 
Bidang Kesiapsiagaan agar dapat melaksanakan tugas 
secara berdaya-guna dan berhasil-guna; 

1. membagi habis tugas Sub Bidang Kesiapsiagaan kepada 
aparatur Jabatan Fungsional Umum sebagai bawahannya, 
agar setiap personil memahami tugas dan tanggung 
jawabnya masing-masing; 

m. mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas bawahan untuk 
penyempurnaan hasil kerja lebih lanjut; 

n. mengumpulkan, menghimpun dan menyusun data dari 
bawahan sebagai bahan untuk membuat laporan 
pelaksanaan tugas kepada atasan dan sebagai masukan 
dalam penyusunan program lebih lanjut; dan 

o. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan 
oleh atasan. 



b. memimpin, mengarahkan dan memantau bawahan dalam 
melaksanakan tugas dibidang Kedaruratan dan Logistik 
agar pelaksanaan tugas dapat berjalan sesuai program 
kerja yang telah disusun; 

c. mempelajari peraturan peru.ndang-undangan yang 
berhubungan dengan bidang penanggulangan bencana 
daerah serta peraturan peru.ndang-undangan yang 
berhubungan dengan Bidang Kedaruratan dan Logistik 
sebagai landasan dalam pelaksanaan tugas; 

d. merumuskan kebijakari teknis penyelenggaraan 
penanggulangan bencana pada tanggap darurat, evakuasi, 
logistik clan perbekalan; 

e. melaksanakan koordinasi dan fasili tasi penyelenggaraan 
penanggulangan bencana pada tanggap darurat, evakuasi, 
logistik dan perbekalan; 

f. melaksanakan pengarahan dan supervisi dibidang 
penyelenggaraan penanggulangan bencana pada tanggap 
darurat, evakuasi, logistik dan perbekalan; 

g. mengolah data dan informasi penyelenggaraan 
penanggulangan bencana pada tanggap darurat, evakuasi, 
logistik dan perbekalan; 

h. menyusun standarisasi dan prosedur tetap 
penyelenggaraan penanggulangan bencana pada tanggap 
darurat, evakuasi, logistik dan perbekalan; 

i. melaksanakan hubungan kerja dengan instansi atau 
lembaga terkait dalam penyelenggaraan penanggulangan 
bencana pada tanggap darurat, evakuasi, logistik dan 
perbekalan; 

J. memantau, mengevaluasi dan menganalisis pelaporan 
tentang pelaksanaan kebijakan dalam penyelenggaraan 
penanggulangan bencana pada tanggap darurat, evakuasi, 
logistik dan perbekalan; 

k. menyusun program pendidikan dan pelatihan 
penyelenggaraan penanggulangan bencana pada tanggap 
darurat, evakuasi, logistik dan perbekalan; 

1. membagi habis tugas dilingkungan Bidang Kedaruratan dan 
Logistik kepada bawahan, agar setiap aparatur yang ada 
memahami tugas dan tanggung jawab masing-masing; 

m. menerima, mempelajari, laporan dan saran dari bawahan 
sebagai masukan untuk dijadikan bahan dalam menyusun 
program kerja selanjutnya; 

n. mernbina dan memberikan motivasi kepada bawahan agar 
mampu melaksanakan tugas secara berdaya-guna dan 
berhasil-guna; 

o. mengevaluasi hasil kerja bawahan sebagai bahan 
pemyempurnaan hasil kerja lebih lanjut; 

p. mem buat laporan kepada Kepala Pelaksana sebagai 
pertanggungjawaban kerja dan masukan untuk dijadikan 
bahan dalam menyusun program dan rencana kerja Badan 
lebih lanjut; clan 



Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 29, rincian tugas Kepala Sub Bidang Tanggap 
Darurat dan Evakuasi adalah sebagai berikut : 

a. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja lainnya 
dilingkungan Bidang Kedaruratan dan Logistik dalam 
rangka penyusunan program kerja Sub Bidang Tanggap 
Darurat dan Evakuasi untuk dijadikan bahan acuan 
dalam pelaksanaan tugas; 

b. menginventarisasi permasalahan-perrnasalahan yang 
berhubungan dengan bidang tugas Sub Bidang Tanggap 
Darurat dan Evakuasi dan menyusun bahan un tuk 
pernecahan masalahnya; 

c. menyiapkan bahan pengkajian secara cepat dan tepat 
terhadap lokasi, kerusakan, kerugian dan sumber daya 
untuk menentukan kebutuhan clan tindakan yang tepat 
dalam penangguiangan bencana pada saat tanggap 
darurat; 

d. rnenyiapkan bahan rekornendasi penentuan status 
keadaan darurat bencana; 

e. menyiapkan bahan penyelamatan dan evakuasi 
masyarakat terkena bencana serta pemenuhan kebutuhan 
dasar yang meliputi kebutunan air bersin dan sanitasi, 
pangan, sandang, pelayanan kesehatan, fisiko sosial, 
penampungan dan tempat nunian; 

f. menyiapkan bahan perlindungan terhadap kelompok 
rentan bencana dan pernulihan dengan segera prasarana 
dan sarana vital agar kehidupan masyarakat tetap 
berlangsung; 

g. menyusun bahan pelaksana hubungan kerja dengan 
instansi atau lembaga terkait dibidang tanggap darurat 
dan evakuasi; 

Pasal 30 

Tugas Pokok Kepala Sub Bidang Tanggap Darurat dan 
Evakuasi adalah melaksanakan sebagian rugas Bidang 
Kedaruratan dan Logistik dibidang tanggap darurat dan 
evakuasi. 

Pasal 29 

Kepala Sub Bidang Tanggap Darurat dan Evakuasi 

q. melaksanakan rugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh 
atasan. 



Pasal 32 
Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 31 , rincian tugas Kepala Sub Bidang Logistik dan 
Perbekalan adalah sebagai berikut: 
a. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja lainnya 

dilingkungan Bidang Kedaruratan dan Logistik dalam 
rangka penyusunan program kerja Sub Bidang Logistik dan 
Perbekalan untuk dijadikan bahan acuan dalam 
pelaksanaan tugas; 

b. menginventarisasi permasalahan-permasalahan yang 
berhubungan dengan bidang tugas Sub Bidang Logistik 
dan Perbekalan dan menyusun bahan untuk pemecahan 
masalahnya; 

c. menyiapkan bahan koordinasi pengerahan sumber daya 
rnanusia, peralatan dan logistik untuk masyarakat dan 
mengevakuasi korban bencana, mernenuhi kebutuhan 
dasar dan memulihkan fungsi prasarana dan sarana vital 
yang rusak akibat bencana; 

Tugas Pokok Kepala Sub Bidang Logistik dan Perbekalan 
adalah melaksanakan sebagian tugas Bidang Kedaruratan dan 
Logistik dibidang logistik dan perbekalan. 

Pasal 31 

Kepala Sub Bidang Logistik dan Perbekalan 

h. mernantau, rnengevaluasi dan menganalisis pelaporan 
tentang pelaksanaan kebijakan pada Sub Bidang Tanggap 
Darurat dan Evakuasi; 

i. mempelajari peraturan perundang-undangan yang 
berhubungan dengan Pelaksanaan Penanggulangan 
Bencana Daerah khususnya peraturan perundang- 
undangan yang berhubungan dengan Sub Bidang 
Tanggap Darurat dan Evakuasi se bagai landasan dalarn 
pelaksanaan tugas; 

J. mernimpin, mengarahkan dan memotivasi aparatur 
Jabatan Fungsional Umum (JFU) dilingkungan Sub 
Bidang Tanggap Darurat dan Evakuasi agar dapat 
melaksanakan tugas secara berdaya-guna dan berhasil- 
guna; 

k. membagi habis tugas Sub Bidang Tanggap Darurat dan 
Evakuasi kepada aparatur Jabatan Fungsional Umum 
(JFU) sebagai bawahannya, agar setiap personil 
memahami tugas dan tanggung jawabnya masing-masing; 

1. mengumpulkan, menghimpun dan menyusun data dari 
bawahan sebagai bahan untuk mernbuat laporan 
pelaksanaan tugas kepada atasan dan sebagai masukan 
dalarn penyusunan program lebih lanjut; dan 

m. rnelaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan 
oleh atasan. 



Tugas pokok Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi 
adalah melakukan koordinasi penyusunan program kerja 
dibidang perumusan kebijakan teknis, monitoring, evaluasi 
dan pelaporan pelaksanaan kegiatan rehabilitasi dan 
rekonstruksi. 

Paragraf Kelima 
Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi 

Pasal 33 

d. rnenyiapkan bahan pengerahan peralatan dan logistik serta 
perbekalan ke lokasi bencana; 

e. menyiapkan bahan pengadaan barang/jasa dalam 
penyelenggaraan tanggap darurat bencana; 

I, menyiapkan bahan pengelolaan dan pertanggungjawaban 
uang dan atau barang pada saat tanggap darurat bencana; 

g. menyiapkan bahan penyusunan kebutuhan logistik dan 
perbekalan dalam penyelenggaraan penanggulangan 
bencana; 

h. menyusun bahan pelaksana hubungan kerja dengan 
instansi atau lembaga terkait dibidang logistik dan 
perbeka.lan; 

1. mernantau, mengevaluasi dan menganalisis pelaporan 
tentang pelaksanaan kebijakan pada Sub Bidang Logistik 
dan Perbekalan; 

J· mempelajari peraturan perundang-undangan yang 
berhubungan dengan Pelaksanaan Penanggulangan 
Bencana Daerah khususnya peraturan perundang- 
undangan yang berhubungan dengan Sub Bidang Logistik 
dan Perbekalan sebagai landasan dalam pelaksanaan tugas; 

k. memimpin, mengarahkan dan memotivasi aparatur Jabatan 
Fungsional Umum (JFU) dilingkungan Sub Bidang Logistik 
dan Perbekalan agar dapat melaksanakan tugas secara 
berdaya-guna dan berhasil-guna; 

l. membagi habis tugas Sub Bidang Logistik dan Perbekalan 
kepada aparatur Jabatan Fungsional Umum (JFU) sebagai 
bawahannya, agar setiap personil memahami tugas dan 
tanggungjawabnya masing-masing; 

m. mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas bawahan untuk 
penyempurnaan hasil kerja lebih lanjut; 

n. mengumpulkan, menghimpun dan menyusun data dari 
bawahan sebagai bahan untuk membuat laporan 
pelaksanaan tugas kepada atasan dan sebagai masukan 
dalam penyusunan program lebih lanjut; dan 

o. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh 
atasan. 



Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 33, rincian tugas Kepala Bidang Rehabilitasi 
dan Rekonstruksi adalah sebagai berikut: 
a. melakukan koordinasi dengan Sekretariat dan Bidang 

yang ada dilingkungan unsur pelaksana dalam rangka 
penyusunan program dan rencana kerja Badan serta 
rencana kerja pada Bidang Rehabilitasi clan Rekonstruksi 
untuk dijadikan bahan acuan dalam pelaksanaan tugas; 

b. mernimpin, mengarahkan dan memantau bawahan dalam 
melaksanakan tugas dibiclang Rehabilitasi dan 
Rekonstruksi agar pelaksanaan tugas dapat berjalan 
sesuai program kerja yang telah disusun; 

c. mempelajari peraturan perundang-undangan yang 
berhubungan dengan Bidang Penanggulangan Bencana 
Daerah serta peraturan perundang- undangan yang 
berhubungan dengan Bidang Rehabilitasi dan 
Rekonstruksi sebagai landasan dalam pelaksanaan tugas; 

d. merumuskan kebijakan teknis dibidang rehabilitasi dan 
rekonstruksi pada pasca bencana un tuk pemulihan dan 
perbaikan; 

e. melakukan koordinasi dan fasilitasi dibidang rehabilitasi 
dan rekonstruksi pada pasca bencana untuk pemulihan 
clan perbaikan; 

f. melakukan pengarahan dan supervisi dibidang 
Rehabilitasi dan Rekonstruksi pada pasca bencana untuk 
pemulihan dan perbaikan: 

g. mengolah data dan informasi dibidang rehabili tasi dan 
rekonstruksi pada pasca bencana un tuk pemulihan dan 
perbaikan; 

h. menyusun standarisasi dan prosedur tetap dibidang 
Rehabilitasi dan Rekonstruksi pada pasca bencana untuk 
pemulihan dan perbaikan; 

i. melaksanakan percepatan pemulihan kehidupan 
masyarakat dan pembangunan kembali prasarana dan 
sarana serta kelembagaan pada wilayah pasca bencana 
dengan memperhatikan aspirasi masyarakat; 

J. melaksanakan hubungan kerja dengan instansi atau 
lembaga terkait dibidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi 
pada pasca bencana; 

k. mernantau, mengevaluasi dan menganalisis pelaporan 
tentang pelaksanaan kebijakan dibidang Rehabilitasi dan 
Rekonstruksi pada pasca bencana; 

1. menyusun program pendidikan dan pelatihan dibidang 
Rehabilitasi dan Rekonstruksi pada pasca bencana; 

m. membagi habis tugas dilingkungan Bidang Rehabilitasi 
dan Rekonstruksi kepada bawahan, agar setiap aparatur 
yang ada memahami tugas dan tanggung jawab masing- 
masing; 

Pasal34 



Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagairnana dimaksud 
dalam Pasal 35, rincian tugas Kepala Sub Bidang Rehabilitasi 
adalah sebagai berikut : 

a. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja lainnya 
dilingkungan Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi dalam 
rangka penyusunan program kerja Sub Bidang Rehabilitasi 
untuk dijadikan bahan acuan dalam pelaksanaan tugas; 

b. menginventarisasi permasalahan-permasalahan yang 
berhubungan dengan bidang tugas Sub Bidang Rehabilitasi 
dan menyusun bahan untuk pemecahan masalahnya; 

c. menyiapkan bahan perbaikan prasarana dan sarana umum 
untuk memenuhi kebutuhan transportasi, kelancaran 
kegiatan ekonorni dan kehidupan sosial budaya 
masyarakat; 

d. menyiapkan bahan pemberian bantuan perbaikan rumah 
masyarakat untuk membantu masyarakat memperbaiki 
rumahnya yang mengalami kerusakan akibat bencana; 

e. menyiapkan bahan pemulihan sosial psikologis melalui 
pelayanan sosial psikologis serta pelayanan kesehatan 
dalam rangka memulihkan kondisi kesehatan masyarakat 
akibat bencana; 

f. menyiapkan bahan rekonsiliasi dan resolusi konflik untuk 
menurunkan ekskalasi konflik sosial dan ketegangan serta 
memulihkan kondisi sosial masyarakat; 

Pasal 36 

Tugas Pokok Kepala Sub Bidang Rehabilitasi adalah 
melaksanakan sebagian tugas Bidang Rehabilitasi dan 
Rekonstruksi dibidang rehabilitasi. 

Pasal 35 

Kepala Sub Bidang Rehabilitasi 

n. menerirna, mempelajari, laporan dan saran dari bawahan 
sebagai masukan untuk dijadikan bahan dalam menyusun 
program kerja selanjutnya; 

o. membina dan memberikan motivasi kepada bawahan agar 
mampu rnelaksanakan tugas secara berdaya-guna dan 
berhasil-guna; 

p. mengevaluasi hasil kerja bawahan sebagai bahan 
pemyernpurnaan hasil kerja lebih lanjut; 

q. membuat laporan kepada Kepala Pelaksana sebagai 
pertanggungjawaban kerja dan masukan untuk dijadikan 
bahan dalam menyusun program dan rencana kerja 
Badan lebih lanjut; dan 

r. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan 
oleh atasan. 



Pasal38 
Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 37, rincian tugas Kepala Sub Bidang 
Rekonstruksi adalah sebagai berikut : 
a. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja lainnya 

dilingkungan Bidang Rekonstruksi dalam rangka 
penyusunan program kerja Sub Bidang Rekonstruksi 
untuk dijadikan bahan acuan dalam pelaksanaan tugas; 

b. menginventarisasi permasalahan-permasalahan yang 
berhubungan dengan bidang tugas Sub Bidang 
Rekonstruksi dan menyusun bahan untuk pemecahan 
masalahnya; 

Kepala Sub Bidang Rekonstruksi 

Pasal 37 
Tugas Pokok Kepala Sub Bidang Rekonstruksi adalah 
melaksanakan sebagian tugas Bidang Rehabilitasi dan 
Rekonstruksi dibidang Rekonstruksi. 

g. menyiapkan bahan pemulihan keamanan dan ketertiban 
masyarakat di daerah terkena dampak bencana agar 
kembali seperti kondisi sernula seperti sebelurn terjadi 
bencana dan pemulihan fungsi pemerintahan dan fungsi 
pelayanan publik; 

h. menyusun bahan pelaksana hubungan kerja dengan 
instansi atau lembaga terkait dibidang Rehabilitasi; 

i. mernantau, mengevaluasi dan menganalisis pelaporan 
tentang pelaksanaan kebijakan pada Sub Bidang 
Rehabili tasi; 

J. mempelajari peraturan perundang-undangan yang 
berhubungan dengan Pelaksanaan Penanggulangan 
Bencana Daerah khususnya peraturan perundang- 
undangan yang berhubungan dengan Sub Bidang 
Rehabilitasi sebagai landasan dalarn pelaksanaan tugas; 

k. mernimpin, mengarahkan dan memotivasi aparatur Jabatan 
Fungsional Umum {JFU) dilingkungan Sub Bidang 
Rehabilitasi agar dapat melaksanakan tugas secara 
berdaya-guna dan berhasil-guna; 

1. membagi habis tugas Sub Bidang Rehabilitasi kepada 
aparatur Jabatan Fungsional U mum (JFU) sebagai 
bawahannya, agar setiap perscnil memahami tugas dan 
tanggung jawabnya masing-masing; 

m. mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas bawahan untuk 
penyempurnaan hasil kerja lebih lanjut; 

n. mengurnpulkan, menghimpun dan menyusun data dari 
bawahan sebagai bahan untuk membuat laporan 
pelaksanaan tugas kepada atasan dan sebagai masukan 
dalam penyusunan program lebih lanjut; dan 

o. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh 
atasan. 



o. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan 
oleh atasan. 

k. memimpin, mengarahkan dan memotivasi aparatur 
Jabatan Fungsional Umum (JFU) dilingkungan Sub 
Bidang Rekonstruksi agar dapat melaksanakan tugas 
secara berdaya-guna dan berhasil-guna; 

1. membagi habis tugas Sub Bidang Rekonstruksi kepada 
aparatur Jabatan Fungsional Umum (JFU) sebagai 
bawahannya, agar setiap personil memahami tugas dan 
tanggung jawabnya masing-rnasing; 

m. mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas bawahan untuk 
penyempurnaan basil kerja Iebih lanjut; 

n. mengumpulkan, menghimpun dan menyusun data dari 
bawahan sebagai bahan untuk membuat laporan 
pelaksanaan tugas kepada atasan dan se bagai masukan 
dalam penyusunan program lebih lanjut; dan 

c. menyiapkan bahan perbaikan prasarana dan sarana 
umum untuk mernenuhi kebutuhan transportasi, 
kelancaran kegiatan ekonomi dan kehidupan sosial 
budaya masyarakat; 

d. rnenyiapkan bahan pemberian bantuan perbaikan rumah 
masyarakat untuk membantu masyarakat memperbaiki 
rumahnya yang mengalami kerusakan akibat bencana; 

e. menyiapkan bahan pemulihan sosial psikologis melalui 
pelayanan sosial psikologis serta pelayanan kesehatan 
dalam rangka memulihkan kondisi kesehatan masyarakat 
akibat bencana: 

f. menyiapkan bahan rekonsiliasi dan resolusi konflik untuk 
menurunkan ekskalasi konflik sosial dan ketegangan ser ta 
memulihkan kondisi sosial masyarakat; 

g. menyiapkan bahan pernulihan keamanan dan ketertiban 
masyarakat di daerah terkena dampak bencana agar 
kembali seperti kondisi semula seperti sebelum terjadi 
bencana dan pemulihan fungsi pemerintahan dan fungsi 
pelayanan publik; 

h. menyusun bahan pelaksana hubungan kerja dengan 
instansi atau lernbaga terkait dibidang rehabilitasi; 

i. memantau, rnengevaluasi dan menganalisis pelaporan 
tentang pelaksanaan kebijakan pada Sub Bidang 
Rekonstruksi; 

J. mempelajari peraturan perundang-undangan yang 
berhubungan dengan Pelaksanaan Penanggulangan 
Bencana Daerah khususnya peraturan perundang- 
undangan yang berhubungan dengan Sub Bidang 
Rekonstruksi sebagai landasan dalam pelaksanaan tugas; 



BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2016 NOMOR 11 

FREDYSM 

Diundangkan di Kalianda 
pada tanggal ~ tJO\I~ 2016 
SEKRETARIS DAE KABUPATEN LAMPUNG SELATAN, 

ZAINUDIN HASAN 

Ditetapkan di Kalianda 
pada tanggal 1, lJOO"cnu.\11&f" 2016 
BUPATI LAMPUNG SELATAN, 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya 
dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Selatan. 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan. 

Pasal 41 

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka 
Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 06 Tahun 2012 
ten tang Rincian Tugas Jabatan Badan Penanggulangan 
Bencana Daerah Kabupaten Lampung Selatan (Berita Daerah 
Ka bu paten Lampung Sela tan Tahun 2012 Nomor 06) dicabut 
dan dinyatakan tidak berlaku. 

Pasal 40 

BABV 
KETENTUAN PENUTUP 

Ketentuan lain mengenai Unit Pelaksana Teknis dan 
Kelompok Jabatan Fungsional diatur dengan Peraturan 
Bupati tersendiri, 

BAB IV 

KETENTUAN LAIN LAIN 
Pasal 39 
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